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TANJUNG SELOR - Dua dari delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang
diusulkan Pemkab Bulungan untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) pada Januari lalu, diprioritaskan segera ditetapkan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bulungan, Dwi Sugiarto
menyebutkan, dua Raperda yang dalam skala prioritas yakni Raperda Perubahan Atas Perda
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Raperda
Perubahan Perusda Berdikari menjadi PT Berdikari Bulungan Perseroda.

Bapemperda sudah membentuk Pokja dalam menindaklanjuti usulan raperda tersebut. “Yang
kita bentuk dua Pokja. Pokja itu yang akan bekerja menyelesaikan Raperda yang diajukan
Pemkab," katanya, Senin (15/3).

Dewan sudah melakukan dengar pendapat bersama Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat
Kabupaten. Melalui rapat bersama pemerintah daerah tersebut, DPRD ingin melihat kemajuan
persiapan daerah ke depan dalam mengimplementasikannya. Sebab disahkan Raperda nanti
akan ada penambahan OPD baru. Salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Bulungan.

“Kami juga berusaha dua Raperda prioritas ini bakal selesai tahun ini. Tetapi, untuk sekarang
masih banyak anggota DPRD yang masuk di dalam Pokja pembahasan kedua Raperda itu
belum satu pemikiran,” bebernya.

"Kami optimis saja soal waktu pengesahannya. Mudahan sebelum September sudah selesai,”
tutupnya.
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Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019, mengatur
bahwa:

a. Pasal 1, pada:

1) angka 1 menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan;

2) angka 2 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

3) angka 3 menyatakan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama
Presiden; dan

4) angka 7 menyatakan bahwa peraturan daerah Provinsi adalah peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan
persetujuan bersama Gubernur.

5) angka 10 menyatakan bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut
progleda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi atau Peraturan daerah Kabupaten / Kota yang di susun secara terencana,
terpadu, dan sistematis;

6) angka 11 menyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut
dalam suatu Rancangan Undang- Undang , rancangan peraturan daerah provinsi,
atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

b. Pasal 32 menyatakan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi
dilakukan dalam Prolegda Provinsi.

c. Pasal 39 menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.

d. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh
DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan
oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, menyatakan bahwa:

a. Pasal 1, pada:

1) angka 10 menyatakan bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut
Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda 3 Provinsi
dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;



2) angka 11 menyatakan bahwa Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut
Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat
paripurna DPRD.

. Pasal 9, pada:

1) ayat (1) menyatakan bahwa penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah
daerah dan DPRD;

2) ayat (2) menyatakan bahwa penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan atas :

a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;

b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 14, pada:

1) ayat (1) menyatakan bahwa balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.

2) ayat (2) menyatakan bahwa Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda;

3) ayat (3) menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap
tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD
kabupaten/kota.

. Pasal 15 menyatakan bahwa dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan

DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :

a. akibat putusan Mahkamah Agung;

b. APBD;

c. pembatalan atau Klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan

d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda
ditetapkan.



